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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan
perasuransian, meningkatkan upaya perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis, dan
menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada industri perasuransian nasional, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 2 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 13, TLN No. 3467), PP 73 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 120,
TLN No. 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 81 Tahun 2008 (LN Tahun
2008 No. 212, TLN No. 4954), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian merupakan kewenangan dan dilakukan oleh Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh
keyakinan mengenai kondisi Perusahaan Perasuransian yang sebenarnya, meneliti kesesuaian kondisi
Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian
telah menerapkan Manajemen Risiko dengan baik yang meliputi antara lain Risiko tatakelola dan
kepengurusan, Risiko strategi dan perencanaan, Risiko kepatuhan, Risiko operasional, Risiko asuransi,
Risiko likuiditas, Risiko pasar dan investasi, serta Risiko modal, dan/atau memastikan bahwa
Perusahaan Perasuransian telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewaijiban kepada
tertanggung atau pemegang polis. Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor
Perusahaan Perasuransian dan/atauPemeriksaan di kantor Biro Perasuransian. Pemeriksaan
terhadap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemeriksaan terhadap Perusahaan
Penunjang Usaha Asuransi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Pemeriksaan di
kantor Biro Perasuransian dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan di kantor Perusahaan
Perasuransian apabila Data, dokumen, dan/atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang
diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Biro Perasuransian yang
melakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian untuk membuat kesimpulan atas hasil
Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian, atau Adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang
diperiksa terhadap kesimpulan hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal33 ayat (1).

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 16
September 2010.



